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* BANTUAN HUKUM
Buruh Minta Dilibatkan P '
_UMBULHARJO—Buruh di DIf Misalnya kelompok terpinggirkan  mendapatkan bantuan hukum,
minta dilibatkan dalam penyusunan ~ karena kebijakan publik, kelompok  dan lidak mempermasalahkan KTP
Rancangan Peraturan Daerah  yang hak sosial, politik, sosial, bagi pengrima bantuan hukum,”
(Raperda) Baj{lna.n Hukum bagi  ekonomi, dan budayanya terabaikan,  kata Irsad, melahui siaran persnya,
Masyarakat Miskin yang sedang  perempuan dan penyandang cacat,  Selasa (5/12).
! digagas Dewan Perwakilan F dan korban pelanggaran atas hak- Adapun, Wakil Ketua Badan
Daerah (DPRD) Kota Jogja. hak buruh. Pembentukan Peraturan Daerah
Ketua Dewan Pengurus Daerah Irsad khawatir buruh yang menjadi ~ (Bapemperda) DPRD Kota Jogja
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh  korban PHK atau pemberangusan  Bambang Anjar Jalumurti mengatakan
Indonesia (KSPSI) DIY, Irsad Ade serikat pekerja bukan orang yang  Raperda tentang Bantuan Hulkum
| Irawan mengatakan kategori miskin  dikategorikan miskin sehingga tidak Warga Miskin saat ini masih
| penerima bantuan hukum yang mendapat hantuan hukum. dalam proses pembuatan naskah
akan _dl.alu.r dalam peraturan daerah la meminta agar definisi miskin ~ akademik (NA).
nantinya perlu diperjelas, bukan - yang menerima bantuan hukum Penyusunan NA oleh pihak ketiga
hanya tidak mampu secara ekonomi,  diperbaiki. “Menjadikan buruh dan  itu hantinya pasti di kan
namun juga kelompok lainnya  kelompok rentan lainnya sebagai kembali sebelum menjadi draf
yang tidak mampu mengakses  prioritas penerima bantuan hukum, raperda.
: _Iuaadl]an. mempermudah persyara tan untuk “Termasuk variabe] yang berhak
= S SElC S
| mendapet banikion ki nanti  warga miskiyang betih bantuan
akan diperjelas agar bantuan hukum ~ hukum. “Spirit kami ra ini
tepat sasaran,” kata dia. sebenarnya = Pemerin Kota
| Bambang mengatakan dalam agar memiliki landasin untulk
penyusunan raperda bantuan hukum  menganggarkan hibiah atau bantuan
| bagi warga miskin sebenammya sosial untuk bantuan hukym,”
sudah diator dalam undang- jelas Bambang. -
undang. Termasuk siapa saja Politikus Partai Keadilan Sejahtera
| yang berhak mendapatkannya.  (PKS) ini akan membuka ruang bagi
| Hanya, kata dia, belum ada sejumlah pibak untuk didengarkan
! aturan pemerintah daerah bisa pendapatnya dalam pembahasan
ikut memberikan bantuan berupa  * draf raperda nanti. Ia menargetkan
hibah dan bansos untuk penerima  naskah akademik raperda bisa
bantuan hukum. selesai dalam bulan ini sehingga
Sementara dana bantuan hukum  pada triwulan pertama tahun
yang disediakan di lembaga penegak  depan, pihaknya bisa langsung
hukum terbatas sehingga tidak  mengusulkan pembentukan pansus.
mampu mengakomodasi semua  (UWang Hasanudin)
e
Instansi Nilai Berita Sifat Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum Netral Segera Untuk Diketahui
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